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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

1. Secara umum, UU Desa telah diterapkan secara cukup efektif di Desa 

Sisumut, terutama dalam hal pembentukan kelembagaan desa, pengelolaan 

dana desa, serta pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah Desa 

telah menjalankan perencanaan pembangunan sesuai dengan prosedur, 

termasuk melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hingga pelaksanaan pembangunan 

namun, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, terutama dalam aspek 

perencanaan dan pelaksanaan terbukti karena hanya 30 sampai 40% saja 

dari masyarakat yang hadir. Partisipasi terlihat kurang dalam kegiatan 

musyawarah begitu juga pada kegiatan fisik seperti gotong royong. 

Partisipasi masyarakat cenderung bersifat pasif, terbatas pada kelompok 

tertentu, dan belum menjangkau seluruh lapisan seperti pemuda, 

perempuan, dan kelompok marginal (masyarakat kurang mampu).  

2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 tentang 

Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di 

Desa Sisumut adalah, adapaun faktor pendukungnya ialah karena adanya 

regulasi yang jelas dari UU No. 3 Tahun 2024 sebagai pedoman 

pembangunan desa, ketersediaan dana desa yang mendukung pelaksanaan 

pembangunan secara konkret, dan perangkat desa yang aktif dan relatif 
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memahami tugasnya sesuai amanat Undang-Undang. sedangkan adapun 

faktor hambatannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi 

UU Desa, termasuk hak dan kewajibannya dalam pembangunan desa, 

budaya apatis dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap 

pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan, dan ketimpangan akses 

informasi, di mana informasi pembangunan belum menjangkau seluruh 

lapisan warga desa secara merata.  

3. Tinjauan  Siyasah Dusturiyyah tentang efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 

Tentang Desa terhadap keikutsertaan masyarakat pada pelaksanaan 

pembangunan di Desa Sisumut adalah situasi ini menunjukkan bahwa 

prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan Islam seperti Syura (musyawarah), 

„adilah (keadilan), dan Maslahah „ammah (kepentingan umum) belum 

terwujud secara optimal. Musyawarah yang dilakukan masih cenderung 

elitis, partisipasi belum merata, dan mekanisme pengawasan masyarakat 

terhadap jalannya pembangunan desa belum berjalan secara efektif. 

Pemimpin desa sebagai pemegang amanah seharusnya mampu mendorong 

pemberdayaan masyarakat secara aktif dan merata, sebagaimana diajarkan 

dalam nilai-nilai Islam. Dengan demikian, efektivitas UU Desa dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Sisumut dinilai belum 

maksimal jika dilihat dari sudut pandang Siyasah Dusturiyyah. Diperlukan 

penguatan nilai-nilai partisipatif yang tidak hanya bersifat administratif 

melainkan juga menyentuh kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial 

seluruh elemen masyarakat. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa hendaknya lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan 

edukasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pembangunan 

desa, agar prinsip syura dapat diwujudkan secara inklusif dan tidak 

terbatas pada tokoh-tokoh tertentu saja. 

2. Peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam forum-forum 

musyawarah dan kegiatan pembangunan harus lebih difasilitasi, sebagai 

bentuk penerapan nilai keadilan dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah. 

3. Perangkat desa dan BPD perlu membuka ruang dialog yang lebih luas, 

serta menciptakan mekanisme pengawasan partisipatif agar masyarakat 

turut serta dalam mengontrol jalannya pembangunan dan penggunaan dana 

desa. 

4. Pembinaan spiritual Tokoh Agama dan moralitas kepemimpinan desa 

penting dilakukan agar para pemimpin benar-benar memahami 

kedudukannya sebagai Ra'in (penggembala) yang bertanggung jawab atas 

kemaslahatan masyarakat, bukan hanya menjalankan tugas administratif. 

5. Penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi penelitian lanjutan, 

terutama yang mengkaji implementasi UU Desa dengan pendekatan Islam 

atau Siyasah Dusturiyyah di desa-desa lain, guna memperkaya wawasan 

tentang integrasi nilai-nilai keislaman dalam pemerintahan desa. 
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